ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana
Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR
tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan bagaimana analisa hukum
pidana Islam terhadap putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR

Data dihimpun melalui studi pustaka, yang selanjutnya diolah dan dianalisa
menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Data penelitian ini
bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa putusan Pengadilan
Negeri Kota Baru No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukuman dirasa terlalu berat namun cukup adil
karena adanya waktu untuk pengobatan atau rehabilitasi dalam masa tahanan sehingga bisa
memperbaiki kejiwaannya. Hal ini diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus
tersebut dan juga melihat fakta-fakta pesidangan. Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap
penyalahgunaan narkotika golongan | bagi dirinya sendiri adalah termasuk pada kategori
kejahatan ra ’zir, yang mana landasan dan penentuan hukumannya pada ijma’ (konsesnsus) yang
berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalitas dan menghukum semua
perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau fisik, polotik, financial, atau
moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan yang diatas dianggap sebagai
jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kepada tata aturan masyarakat, agama, harta
benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan perlunya pemerintah dalam
mengatasi penyalahgunaan narkotika yang selama ini beredar begitu pesat. Dalam figih jinayah
hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah hukuman ta’zir yakni hukuman yang
diberikan oleh ulil amri. Ulil amri dalam memberikan hukuman tidak boleh melebihi ketentuan
syara’. Sedangkan penyalahgunaan narkotika kalau dikaitkan dengan jarimah ta’zir adalah
jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
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